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ABSTRAK

Penerapan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) sanksi
pidana yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para
penyalahguna narkotika, Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu
dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan
terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum
remedium (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Secara khusus ketentuan
yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya undang-undang pengadilan anak,
antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti
sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala
umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Undang-undang narkotika tidak
secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana
berlakunya stelsel sanksi dalam undang-undang narkotika tersebut terhadap anak. Dalam
UndangUndang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku
anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika tersebut diatas, maka penyalahgunaan narkotika ini mengandung
makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan
hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. Anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika
berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-
undang ini. Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada anak yang melanggar ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini narkotika paling lama % (satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
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PENDAHULUAN

Peningkatan pengendaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena
kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri
melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang
terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika,
perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius
bagi kehidupan umat manusia.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan
peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas
dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan
penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap
narkoba.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku
kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma
di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap
penegakan hukum secara konsekuen. Juga otoritas hakim yang begitu besar dalam
memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam
perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang
tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim
Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal
semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Menurut  Sudarsono, seseorang yang menderita ketagihan atau
ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan
masyarakat." Penyalagunaan narkotika sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia
sekilah maupun remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi
jiwa mereka yang masi belum stabil. Ini juga yang banyak terjadinya di berbagai kota
yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.”? Berdasarkan data Badan
Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkotika dan psikotropika oleh pelaku
dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.858 korban.’

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang terbaru
yang mengatur mengenai narkotika, namun dalam hubungannya terhadap tindak pidana
anak harus diselaraskan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak terkait dalam upaya pengambilan putusan untuk menyelesaikan kasus
tersebut.

PEMBAHASAN

Penerapan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) sanksi
pidana yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para
penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika
terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang
narkotika, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 ( tiga)
unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan
memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan undang-undang tersebut dalam
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menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan.
“Satjipto Rahardjo dalam sebuah diskusi mengemukakan bahwa, hakim tidak boleh hanya
berlindung di belakang undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan
nurani. Hukum, undang-undang hanya kertas dengan tulisan umum dan abstrak. Di
tangan para hakim, ia menjadi keadilan yang hidup.™

Harus diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban
tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak
pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana
dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku
kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum remedium (pilihan terakhir),
dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi
anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari
masyarakat yang terkenadampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-
hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.’

Melihat kompleksitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan
oleh anak melalui penerapan sanksi pidana, maka patut menjadi perhatian kiranya
dampak negatif yang ditimbulkannya, yang akan menjadi penjamin terhadap
perlindungan hak-hak dasar anak, apabila orientasi kebijakannya ditujukan untuk
melindungi kepentingan anak. Sebaliknya, akan menjadi problem sosial yang rumit,
apabila kebijakan itu akhirnya justru melahirkan keterpurukan pada anak.®

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya
undang-undang pengadilan anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan
anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal
tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial.
Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan
terhadap orang dewasa.

KESIMPULAN

Penerapan pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) sanksi
pidana yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para
penyalahguna narkotika, Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu
dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan
terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum
remedium (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Secara khusus ketentuan
yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya undang-undang pengadilan anak,
antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti
sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala
umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Undang-undang narkotika tidak
secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana
berlakunya stelsel sanksi dalam undang-undang narkotika tersebut terhadap anak. Dalam
UndangUndang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku
anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
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tentang Narkotika tersebut diatas, maka penyalahgunaan narkotika ini mengandung
makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan
hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. Anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika
berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-
undang ini. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melanggar ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini narkotika paling lama % (satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
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